BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

51 Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan insentif PPh 21 DTP yang dilakukan oleh auditor,
diketahui bahwa insentif PPh 21 DTP yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa
didapatkan oleh semua pegawai di PT TS karena belum sesuai dengan ketentuan
yang sudah tercantum pada PMK Nomor 23 tahun 2020. Prosedur perhitungan
insentif PPh 21 DTP vyaitu dari gaji perbulan yang diperoleh pegawai akan
ditambahkan dengan tunjangan makan atau reimburst kemudian dikurangi dengan
biaya jabatan dan biaya-biaya. Jika terdapat tunjangan hari raya insentif PPh 21
DTP tidak berlaku karena sesuai dengan ketentuan yang tertulis bahwa insentif
hanya didapatkan untuk biaya yang rutin. Untuk jurnal sebelum mendapatkan
insentif PPh 21 DTP masih terdapat utang PPh 21 yang masih harus dibayarkan
oleh pegawai. Akan tetapi, jurnal yang sudah mendapatkan insentif PPh 21 DTP
tidak memiliki utang PPh 21 dikarenakan pemberi kerja memberikan secara tunai
kepada pegawai secara langsung beserta dengan gaji yang diterima pegawai
tersebut. Jurnal yang diposting merupakan jurnal yang sudah mendapatkan insentif
PPh 21 DTP.

5.2 Saran

Sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada PMK Nomor 23 tahun 2020,
bahwa batas akhir laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP adalah sebelum tanggal 20
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Bulan November 2021 lalu, PT TS
terlambat dalam melaporkan realisasi PPh Pasal 21 yang menyebabkan PPh 21 di
bulan November tidak diberikan (batal). Saran untuk PT TS vyaitu lebih
memperhatikan lagi ketepatan waktu dalam melaporkan realisasi PPh 21 DTP agar

tidak terulang kembali.
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